
Menimbang:

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...

TENTANG
PENGAMPUNAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

a. bahwa pembangunan nasional Negara Kesatuan RepubiikIndonesia untrrk memakmurkan seluruh masyarakatIndonesia yang merata dan berkeadilan, rnemerlukanpendanaan yang besar yang bersumber utama dari
penerimaan pajak;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pa.iakyang terus meningkat diperlukan kesadaran 
- jan

kepatrrhan masyarakat dengin mengoptimalkan semua
potensi dan sr_rmber daya yang ada;

c. bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu
ditingkatkan karena terdapat balyak Harta, baik di dbhm
maupun di luar negeri yang belum dilaporkan dalam
Surat Pemberitahunan Tahunan pajak penghasilan, yang
seharusnya dapat dimanfaatkan untuk teninekatkan
penerimaan negara dan pertumbuhan pereko-nomian
na sionai;

d. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan negara
dan pertumbuhan perekonomian dalam jangka parU"ang
serta meningkatkan kesadaran dan kepatuharr ditam
peiaksanaan kewajiban perpajakan, perlu untuk
menerbitkan kebij akan pengampunan pajak;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
membentuk Undang-Undang tentang pengampunan
Pajak;

Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat :



Menetapkan :

2

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT IREPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSITAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK.

BAB I

KETENTLTAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pengampunan Pqiak adalah penghapusan pajak yang

seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi
perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan,
dengan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini.

2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
nernaiqlrarr

3. Harta adalah akumuiasi tambahan kemampuan
ekonornis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud
maupun tidak berw:jud, bergerak maupun tidak
bergerak, yang digunakan untuk usaha maupun bukan
untuk usaha, baik yang berada di dalam dan di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Utang adalah pokok utang yang belum dibayar terkait
dengan perolehan Harta.

5. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun
kalender kecuali bila Wajib Paj ak menggunakan tahun
buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

6. Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak dan sanksi
administrasi yang belum dilunasi berdasarkan Surat
Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak
yang terutang, Surat Ketetapan Paj a1< Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembaii,
yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus
dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya
tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.

7. Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke
kas negara untuk mendapalkan Pengampunan Pajak.



8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Tindak Pidana di Bidang perpajakan adalah tindak
pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
mengenai Itetentuan Umum dan Tata Cara perpijakan.
Surat Permohonan Pengampunan pajak adalah surat
yang digunakan oleh Wajib pajak untuk meiaporkan
Harta, Utang, nilai Harta bersih, penghitungan, dan
pembayaran Uang Tebusan berdasarkan Undang-Undang
ini.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara.

Surat Keputusan Pengampunan Pajak adalah surat yang
diterbitkan oleh Menteri sebagai bukti pemberian
Pengampunan Pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan
Terakhir adalah Surat Pemberitahuan Tahunan p4jak
Penghasilan untuk Tahun Pajak 2Ol4 atau sebelumnya
yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebelum undang-
undang ini berlaku.

Manajemen Data dan Informasi ada-lah sistem
administrasi data dan informasi Wajib pajak terkait
dengan Pengampunan yang dikelola oleh Menteri.
Bank Persepsi adalah bank umum yang telah ditunjuk
oleh Menteri untuk menerima setoran penerimaan negara
dan berdasarkan Undang-Undang ini ditunjuk untuk
menerrma setoran Uang Tebusan dan dana yang
dialihkan dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dalam rangka pelaksanaan Pengampunan
Pajak.

BAB II
SUBJEK DAN OBJtrK PENGAMPUNAN PAJAK

Pasal 2

Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan
Pajak.

Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan
Harta yang dimilikinya, dalam Surat Permohonan
Pengampunan Pajak.

Dikecuaiikan dari ketentuan pada ayat (1) yaitu Wajib
Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas
penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan,
sedang dalam proses peradilan, atau sedang menjalani
hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Rirlqno
Perpajakan.

Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

(1)

(2)

(3)

(4)
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berlaku, yang belum per
diselesaikan oleh Wajib pr
diungkapkan dalam Surz
Pajak, yang diatur dalam L

(5) 
fgwajrpan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat(4) terdiri dari kewajiban:
a. Pajak Penghasilan;

b. Pajak pertambahan Nilai atau pajak pertambahan
Nilai dan pajak penjualan atas Barang Mewah;

c. Bea Meterai; dan
d. Pajak Bumi dan Bangunan di sektor perkebunan,

perhutanan, dan pertambangan.

BAB III
TARIF DAN CARA MENGHITUNG UANG TEBUSAN

Pasal 3
(1) Tarif Uang Tebusan yang harus dibayar ke kas negara atasHarta yang diungkapkan dalam Surat permohonan

Pengampunan paj ak adalah sebagai berikut:
a. Sebesar 2Vo (dua persen) untuk periode pelaporan Surat

Permohonan pengampunan pajak pada buian pertama
sampai dengan akhir bulan ketiga sejak Undang_undang
ini berlaku.

b. Sebesar 4o/o (empat persen) untuk periode pelaporan Surat
Permohonan pengampunan pajak pada buian keempat
sampai dengan akhir bulan keenam sejak Undang_undang
ini berlaku.

c. Sebesar 60/o (enam persen) untuk periode pelaporan Surat
Permohonan pengampunan pajak pada bulan ketujuh
sejak Undang-undang ini berlaku sampai dengan tanggal
31 Desember 2016.

(2) Dalam hal Harta yang diungkapkan dalam Surat permohonan
Pengampunan Pajak berada dan/atau ditempatkan di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan atas Harta
tersebut dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia serta diinvestasikan selama jangka waktu
tertentu di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, tarif Uang Tebusan yang harus dibayar ke kas
Negara atas Harta yang diungkapkan tersebut adalah sebaeai
berikut:
a. Sebesar 1% (satu persen) untuk periode pelaporan Surat

Permohonan Pengampunan pajak pada bulan pertama
sampai dengan akhir bulan ketiga sejak Undang_undang
ini berlaku.



b. Sebesar 2o/o (dua persen) untuk periode
Permohonan Pengarnpunan pajak pada
sampai dengan akhir bulan keenam seiak
ini berlaku.

Sebesar 3% (tiga persen) untuk periode
Permohonan Pengampunan paj ak pada
sejak Undang-undang ini beriaku sampai
31 Desember 2016.

pelaporan Surat
bulan keempat
Undang-undang

pelaporan Surat
bulan ketujuh
dengan tanggal

(1)

(21

pasal 4
Besarnya Uang Tebusan dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
dengan dasar pengenaan Uang Tebusan.
Dasar pengenaan Uang Tebusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai Harta bersih
pada tanggal 3l Desember 2015 ata.u pada akhir tahun
buku 2015 yang berakhir sebelum 3i Desember 2015
dikurangi dengan:

a. nilai Harta bersih dalam Surat pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir; dan

Nilai Harta ber_sih_ sebagaimana dimaksud pada ayat (21
merupakan selisih antara nilai Harta dikuranei niiai
Utans.

(3)

Pasal 5

Dalam hal nilai Harta bersih pada tanggal 31 Desember 2015
lebih kecil dari nilai Harta bersih dalam Surat pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir, maka tambahan Harta
yang belum dilaporkan dalam Surat pemberitahuan Tahunan
Terakhir diperhitungkan sepenuhnya sebagai Dasar
Pengenaan Uang Tebusan.

Pasal 6
(1) Nilai Harta sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (31

yang diungkapkan dalam Surat permohonan
Pengampunan Pajak meliputi:

a. nilai Harta yang telah dilaporkan daiam Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan Terakhir;

b. nilai Harta tambahan yang belum dilaporkan dalam
Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan
Terakhir; dan

c. nilai Harta tambahan yang diperoleh di Tahun paj ak
2OI5 yang telah dilaporkan dalam Surat



Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan TahunPajak 201S dan telah dikenai "pajak 
eeighasilan untut<Tahun pajak 2015.

(21 Nilai Harta yang telah dilaporkan dalam SuratPemberitahuan Tahunan Fajak penghasilan Terakhirsebaga ayat (1) huruf a ditentukan

fiIil. b"?i:1ff1f+:"#H ffl?Penghasilan Terakhir.
(3) Dalam hal Wajib pajak diijinkan melaporkan Surat

ak penghasilan
Harta sebagaimana
dengan nilai mata

Menteri untuk keper*J ?:[J,r;i_#*HIi" #::tanggal akhir tahun buku sesuai- clengan Surat
Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan Terakhir.

(4) Nilai Harta tambahan yang belum diiaporkan dalamSurat Pernberitahuan Tahunan pajak penghasilan
Terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bditentukan dalam mata uang RupLh beriasarkan hargaperolehan atau harga pasar yang dilaporkan dalam daftlr
Harta pada tanggal 31 DesembEr 2O1S atau pada akhirtahun buku 2Ol5 yang berakhir sebelum 31 Desember
2015.

(5) Nilai Harta tambahan yang diperoleh di Tahun pajak
2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (i) hurui cditentukan dalam mata uang Rlpiah derdasarkan nilaiyang dilaporkan dalam Surat pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan Tahun pajak 201S.

(6) Dalam hal Harta tambahan sebagaimana dimaksud pada
ayat, (4) dan ayat (5) dalam matiuang asing, nilai Harta
tambahan ditentukan dengan nilai mata uang Rupiah
berdasarkan kurs yang diietapkan oleh Menten untuk
keperluan penghitungan pajak pada tarrggai St Desember
2015 atau akhir tahun buku yang UerJiihir sebelum 31
Desember 2015.

Pasal 7
(1) Nilai Utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat

lgt yang diungkapkan dalam Surat permohonan
Pengampunan pajak meliputi:
a. nilai Utang yang telah diiaporkan dalam SuratPemberitahuan Tahunan pajak penghasilan

Terakhir;

b. nilai Utang tambahan yang belum dilaporkan dalam
Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan
Terakhirl dan



c. nilai Utang tambahan yang diperoleh di Tahun pajak2OIS dan E1qt, aiiipoitan datam Suratpemberitahuan Tahunan eljak eengfrasilan Tahunpajak 2015.
(2) Nilai Ytqrg y"lq tetah diiaporkan datam SuratPemberitahuan Tahunan eajak' eenghasilan Terakhir

ayat (1) huruf a ditentukan
berdasarkan nilai yang

Penghasilan Terakhir. 
beritahuan Tahunan Pajaf,

(3) Dalam .hal Wajib pajak diijinkan melaporkan SuratPemberitahuan Tahunan 
- 

ea;ar< penghasilan
menggunakan mata
sebagaimana dimaksud p
nilai mata uang Rupi
ditetapkan oleh Menteri r
pajak pada tanggal akhi
Surat pemberitahuan
Terakhir.

(4) Nilai Utang tambahan yang belum dilaporkan dalamSurat pemberitahuan 
, 

-Tah--unan 
eajatJ eenghasiianTerakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bditentukan dalam mata _r.rrg nuphh y'ang aitaporkandalam daftar Utang pada ta-nggai 3 f besemUe r 2OISatau pada akhir. tahun bukt 2015 yang berakhir

sebelum 31 Desember 2015.
(5) Nilai Utang tambahan yang diperoleh di Tahun pajak

2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurui cditentukan dalam mata uang Rupiah b-erdasarkan nilaiyang dilaporkan dalam Surat pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan Tahun paiak 2015.

(6) Dalam hal Utan
pada ayat (4) dan
Utang tambahan
Rupiah berdasarkan kurs
untuk.keperluan penghitungan pajak pada tanggal 31Desember 2015 atau akhir tahun "buk'u yrng berakhirsebelum 3 1 Desember 20 15.

(1)

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN PENGAMPUNAN PAJAK

pasal g

lajib Paj ak mengajukan Surat permohonan
Pengampundn pajak kefada Menteri.

(2)
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(3) Syarat untuk-' 
a;*lry;Fr;" "fl 

".:f;?-HL" :HxL"J',T,i$:l
a. memiliki Nomor pokok Wajib pajak;
b. membayar Uang Tebusan;
c. melunasi seluruh Tunggakan pajak;

e. kesanggupan mengalihkan Harta selain kas atausetara.kas yang berada dan/atau ai,.-p"ir."r, di ruarwilayah Negara kesatuan Republik Indonesia ke
l1l"T -rvttir.h 

Negara Kesatua; 
-'Rep;ilii 

r.,oo.,""i,oan menginvestasikan Ha

l'. menyampaikan Surat pen
Penghasilan untuk Tahu
Pajak yang telah mernilik
Surat pemberitahuan Tahr

g. mencabut permohonan:

l. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
2. pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi d{r-.- Suiat f<etetapan pajak

ffi f ni"?:r;.h-'1"1t,'.1*"llilTdalamrlva
3. pengurangan atau pembatalan ketetapan pajakyang tidak benar;
4. keberatan;

5. pembetulan atas surat
keputusan;

ketetapan pajak dan surat

6. banding;

7. gugatan; atau
8. peninja_uan kembali,
daiam. hai Wajib eaj3k sedang mengajukanpermohonan dan belum Jiterbitkan 

"'".rr- fiffi,ll"rnatau putusan,



(6)

(7)

(8)

;ampunan pajak sebagaimana
remuat paling sedikit informasi
rj_ak, Harta, Utang, nilai Harta
Uang Tebusan.

(5) Surat Permohonan 
.pengampunan pajak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dii"m'pi.i,-

a. bukti pembayaran Uang Tebusan:
b. bukti pelunasan Tungeakan pajak bagi Wajib pajak

yang memiliki Tunggakan pajak;
c. daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikanHarta yang diiaporkan;
d. daftar Utang serta dokumen pendukung;
e. bul<ti pengalihan Harta berupa kas atau setara kassebagaimana dimaksud pada ayat tSt h"."f a;
f. bukti investasi Harta berupa kas atau setara kassebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d;
g. surat pernyataan kesanggupan untuk mengalihkanHarta sblain kas atau set^ra kas sebagaimanadimaksud pada ayat (S) huruf e;
h. surat. pernyataan kesanggupan untukmenginvestasikan Harta selain kis* atau setara kassebagaimana dimaksud pada ayat 1S1 fruruf e;
i. fotokopi Surat pemberitahuan Tahunan pajak

Penghasilan untuk Tahun eajat ZOiS sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf f;
j. fotokopi Surat pemberitahuan Tahunan pajak

Penghasilan Terakhir; dan
k. surat pernyataan mencabut permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) hurjf g.

Surat Permohonan pengampunan pajak sebagaimana
lim?fsud _pada .ayat 

-(1)- disamp"ik;; -;" kantor.urreKrorar Jenderal pajak tempat Wajib pajak terdaftar.

lajiU Pajak dapat mengajukan Surat permohonan
Pengampunan pajak pating tanyak 3 (;Lai kali datamperiode pengajuan pengampunan pajak.

mengajukan Surat permohonan
ang kedua atau ketiga maka

surat permoho""",".;1',lr"T"H?::J:lEi:l i*lpengenaan Uang Tebusan yang telah disampiikan dalamsurat permohonan sebelumnya.

pasal 9
Uang. 

_Tebusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4aI3t (t) trarus dibayar lunas dengan rn"rrgg.r.r.krn suratsetoran Uang Tebusan ke kas negara

(1)
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(2) Surat setoran Uang Tebusan sebagaimana
pada ayat (1) menggunakan surat setoran
berfungsi sebagai bukti pembayaran
setelah mendapatkan validasi.

dimaksud
pajak yang

Uang Tebusan

(i)

(2)

pasal 10

Wajib Pajak yang telah menyampaikan Surat
Permohonan Pengampunan Paj ak beserta lampirannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) diberikan
tanda terima Surat Permohonan Pengampunan pajak.

Wajib Pajak yang telah memperoleh tanda terima Surat
Permohonan Pengampunan Pajak sebagarmana
dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan,
tidak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau
tidak dilakukan penyidikan Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan sampai dengan diterbitkannya Surat
Keputusan Pengampunan Pajak, untuk masa pajak,
bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak:
a. sampai dengan tanggal 31 Desember 2015; atau
b. sampai dengan tanggal akhir tahun buku yang

berakhir sebelum tanggal 31 Desember 2015.
(3) Daiam hal Wajib Pajak yang telah memperoleh tanda

terima Surat Permohonan Pengampunan Pajak sedang
dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan,
atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpqjakan
maka pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan,
dan/atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan tersebut ditangguhkan sampai dengan
diterbitkannya Surat Keputusan Pengampunan Pajak
untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun
Pajak:
a. sampai dengan tanggal 31 Desember 2015; atau
b. sampai dengan tanggal akhir tahun buku yang

berakhir sebelum tanggal 31 Desember 2015.

(4) Pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau
penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihentikan dalam
hal Menteri menerbitkan Surat Keputusan Pengampunan
Paiak.

Pasal 11

Menteri melakukan penelitian administrasi terhadap
kelengkapan dan kebenaran Surat Permohonan
Pengampunan Pajak.

Penelitian administrasi terhadap kelengkapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
a. kelengkapan pengisian Surat Permohonan

Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (4); dan

(1)

(2\



b. kelengkapan lampiran Surat permohonan
Pengampunan pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (5).

(3) Penelitian administra_si terhadap kebenaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
a. kesesuaian pengisian Surat

Pengampunan pajak dengan
Permohonan pengampunan paJak;

b. kesesuaian antara Harta yang dilaporkan dengan
informasi kepemiiikan Harta yan-g dilaporkan;

c. kesesuaian antara daftar Utang yang dilaporkan
dengan dokumen pendukung;

d. kebenaran penggunaan tarif;
e. kebenaran perhitungan Uang Tebusan;
f. kebenaran pelunasan Uang Tebusan;
g. kebenaran pelunasan T\rnggakan pajak; dan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri mei,rerbitkan:
a. Surat nan pajak dalam jangka

waktu puluh) hari kerja seJak
Permo lengkap dan benar; atau

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi surat klarifil<asi

Dalam hal Menteri menerbitkan Surat Keputusan
Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), maka:

a. apabila terdapat kelebihan pembayaran Uang Tebusan
akibat penyesuaian nilai Harta dalam Surat

Permohonan
lampiran Surat

(4)

(s)

(6)

(71



BAB V
PERLAKUAN ATAS HARTA YANG DIALIHKAN DARI LUAR
WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAT\
REPUBLIK INDONESIA

pasal 12

Wajib Pajak yang mengalihkan Harta seiain yang berupa
kas atau setara kas sebagaimana dimaksud dalam pasal
8 ayat (3) huruf e, harus mengalihkan Harta tersebut
melalui Bank Persepsi dalam jangka waktu paling lambat
tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 13

(1) Wajib Pajak harus menginvestasikan Harta berupa kas
atau setara kas yang dialihkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebelum pengajuan Surat
Permohonan Pengampunan pajak.

(B)

(e)

(1)

(21

(3)
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a. obligasi perusah
diara,-asi 

"[h o;;;'t?;lr;:i::X,#;f . perdagan gannya

b. investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintahdengan badan usana;
c. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yangditentukan oteh pemerint"h _;;i;';"#,rlrrr, MenteriKeuangan; dan/atau
d. investasi di sektor propertt.

BAB VI
FASILITAS PENGAMPUNAN PAJAK

Pasal 14
(1) Wajib pajak yans telah memperoleh Surat Keputusan

F"j:?i.tff:" eqj"t, n..ruk;";;";ii ;-';ensampunan

a. penghapusan pajak ter
ketetapan pajak, tidak
perpajakan, dan tidak d
perpajakan, untuk ke
aengan tanggal 31 D
oengan tanggal akhir
sebelum tanggal Sl Dese

b. Penghapusan sanksi i
denda atau kenaikan
Pajak yang didalamnya
yang terutang, untuk k
aengan tanggal 31 De
o...q"., tanggal akhir
seDelum tanggal 31 Deser

c. Tidak dilakukan
b,kti p;;;;,"; ff f T:BTilJ"fih.?.fr:?:"JTBidang perpajakan, atal kewajibar, f"rpl..tu., a"fr*masa pajak, bagian Tahun eui"f., d""i i,.hun paiak.
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sampai dengan 
l1q*"i 31. Desember 201S atau

;Hffi1, S.'ill:l jliEsir_ "r.m.-i"ffi buku yang
d Pengheptia" Jilfi:'I31 

Desember2ol5' -' Jqr16

ebagaimana dimaksud pada
<an 

. 
oleh kepala unit vansLngsr penyidikan dj Direkiorai

Pasai 1S

apat dalam Surat permohonan
apat dijadikan seUagai aas.rrn/atau penuntutan pidana

Pasal 16
(1) !3si rya:ib pajak yangpembukuan menurut

pa aktiva tidak bi p..*or,o,,;' i::HtiJ#f
i dilakukan a_o.tiJ"si i"1ui.

(3) Atas Harta tambahan
disusutkan berdasark g daPat
PerPajakan, berlaku U dangan

a. penghitungan penyusutan untuk tujuan perpajakandimulai sejak 1 Januari 29i6. 
---.'. .*.t *-,

rsarkan masa manfaat dan
lolongan aktiva sebagaimana-Undang .".rg.""i" efri



c. pembebanan per{rusu
hanya dapat dilakukar
persen) dari tarif yang
mengenai pajak penghe

Pasai 17
(1) Bagi wajib pajak yang teiah membayar Uang TebusanPengampunan pajar atas:

a. Harta tidak bergerak berupa tanah dan/ataubangunan; dan/atau
b. Harta berupa saham,
yang belum dibaliknamakan atas narna Wajib pajak,harus melakukan pengalihan hak rn.":.al atas namaWajib Pqfak.

(2) Atas pengalihan hak. sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibebaskan dz
apabila: 

1r1 pengenaan Pajak Penghasilan,

a. permohonan pengalihan hak; atau
b. penandatanganan surat pernyataan oleh dua beiahpihak di hadapan notaris y"rrg -.rry"iakan bahwa

a dimaksud pada ayat (1) huruf atk Wajib pajak yang mengajukan
ampunan pajak, dalam ha1 Harta

pengalihan hak; 
dapat diajukan permohonan

dilakukan. dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu)tahun sejak mengajulcan p".-oho.rf., 
--p..rg"_prrr..,

Paiak.

BAB VII
?ERLAKUAN ATAS KOMPENSASI KERUGIAN, PEMBETULAN
S URAT PEMBERITAHUAN, DAN PENE;MBA;iAN KTI,PEIHAIU

PEMBAYARAN PAJAK

Pasai 18

y:f_:Ui"k 
^y31c . menyampaikan Surat permohonanrengampunan pqiak, tidak berhak:

an fiskal untuk bagian Tahun
. 
sampai dengan tanggal 31

u dengan tanggal akhir tahun
n tanggal 31 Desember 201S,
Tahun pajak berikutnva:

b.mengkompensasikan kelel
sebagaimana dimaksud dala



c.
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BAB VIII

pasal 19

a. Direktorat Jenderal pajak untuk melakukan
penagihan pajak; darr

b. Wajib Pajak untuk mengajukan kompensasi ataupengembalian kelebihan pembayaran paj;k.

o.

(1)

(2)

a. Direktorat Jenderal
penagihan pajak; dan

Pajak untuk melakukan

b Wajib Pajak untuk mengajukan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak.

(3) Dalam hal terdapat Surat Ketetapan pajak, SuratKeputusan Pengembalian pendahuluan Kelebihan
P_embayaran Pajak, Surat Keputusan pembetulan, SuratKeputusan Pengurangan Ketetapan pajak, SuratKeputusan Pembatalan Ketetapan pajak, SuratKeputusan Pengurangan Sanksi Adminisirasi, Surat



BAB IX
PER.LAKUAN ATAS HARN

DALAM SURAT PERMoHoNI
TIDAK DINYATAKAN D

, PENGAMI

Pasal 20

dilaporkan tersebut
sebagaimana dimaksud
pasal 17.

(2) Dalam hal Wajib pajak
rengampunan pqiak
penyesuaian besaran nila
dalam pasal 11 ayat (6)yang tidak dinyata-kar
pengampunan tidak ber
dimaksud dalam pasal 14,

atas selisih nilai Harta ,

surat keputusan . . p"_f.iut"., atas keputusanpengampunan p.ajak- tidak U"J.i, ketentuansebagaimana dimaksud dalam pasai-i?,t e".rf 15, danPasal 17.

(4) Atas Harta dan/atau nilai Harta sebagaimana dimaksudpada- ayat (I), (2,t, dan (3)
penghasilan yang diterima
pada 1 Januari 2016 dan
berlaku ketentuan um.Llm di

BAB X
SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN ATAS KEPUTUSAN

PENGAMPUNAN PAJAK

PasaL 2 1

(1) Menteri dapat menerbitkan surat keputusan pembetulanatas keputusan pengampunan pajak ialam hal:



(2)
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a. terdapat kesalahan tulis. dan/atau kesalahan hitungdalam surat keputusan; dan/atau
O 

Y1r_-tO ,Pajak yang_ menyatakan kesanggupan untukmengalihkan o* . . *""si";;";;"i?t Harrasebagaimana dimal
I rd.ak -""*",,n;,:o filT ::X:#::T.:,H*:dalam pasai t2 ayat (2); da.,/a-tii-..'*.."
2. tidak melaksanakan, investasi sebagaimanadimaksud dalam pasal ls ;t"; (;].' 

DC

Surat keputusan pembetulan atas keputusan

[iXli#LTil P'j'k ""b"d;;;; ai"i"ii"a p-da avat

a. pembetulan atas kesaiahan tulis daiam suratkeputusan;

b. pembetulan atas kesalahan hitung dalam suratkeputusan; dan/ atau
c. pembetulan atas nilai Harta yang dicantumkan dalamsurat keputusan.

Dalam hal Wajib paiak
(3) tidak mensaiukin
Pajak berikutnyl sete
pembetulan atas keputusan I
r eousan yang telah dibayarkar

BAB XI
MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI

pasal 22

Y:lr_.-.1 . menyelenggarakan Man4jemen Data dan
fi:."r."t dalam rangka pelaksanain Urra"lrrg_Urrarrrg

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)



4\
, 
d.isampaikan Wajib pajak

oata perpajakan Direktorat

Pasal 28

Pasal 24
Menteri melakukan per
d "" ;;;;;;;;;;r""T::"ffji?:' p elaks anaan, ko o rdin asi,

(1)

(2)

BAB XII
GUGATAN

pasal 25

ff f,1t:.".Tf,T11['J]ff :,o"aks.anaanlJndang-undangini

9:_*:,* sebagaimana ilT.:'.t'J.*flff"?iil;.oapat diqjukarr pada ba<Jan peradilan puiakl -- ,

BAB XIII
KRIENTUAN PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK

Pasal 26
Ketentuan lebih lanjut mengenai:
a. pelaksanaan pengampunan paiak:
b. bentuk dan isi r.l:::j:ll"n=an. pengampunan pajaksebagaimana dimaksud a"lr- pr".r bi,,"-,c. bentuk dan isi surat setoran Uang Tebusan sebagaimanadimaksud dalam pasal 9:

e. prosedur dan tata c
dalam Pasal l1; 

rara penelitian sebagaimana dimaksud

f. prosedur dan tata ci"f"* p"J-ijl.* "a.a rnvestasi sebagaimana dimaksud

g. prosedur dan tata
pembetuian atas 

cara.penerbitan surat keputusan
sebagaimana d;;".['::iHL"j.;:"il1""" pajak
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h. program Manaiemen 
.Data dan Informasi sebagaimanadimaksud dalam pasal 22,

diatur dengan peraturan Menteri.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2Z
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap oransp.ngunaa,,e;;u"il"?u#ilE"!XlHr,?;"#:H;:l*11:
dalam Lembaran Negad n.o"on"r. J"a J.,;:i;' "",

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ,..
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkal di Jakarta
pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA.

YASONNA H, LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ,..



RANCANGAN

PENJELASAN

ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR.,. TAHUN...

TENTANG

PENGAIVIPUNAN PAJAK

I, UMUM

maupun di luar negeri yang selama iotorltas perpajakan di Indonesja.

;nHfl:[i'::.Jff-T oPengamPunan 
Pajak dilandasi dengan beberapa
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2. kebijakan per

,*",ffi ,'iiTffiT"-ff ::1ft Ti$:il:'i'::x".r::, 
jtl:

antar negara rerkait kebijar.u' p.,-puj.r.jtlk 
menghadapi persaingan

pajak sebagai momentum untul(istrasi perpajakan yang rnoa..., 
""".,.

a perpajakan yang lebih luas; dan
4

masyaraka, ffil,TiTil 
Pajak merupakan kesempatan terakhir bagi

ataukurang.r#ff 1-"H-.T::Xl*lil1J:ff 
"""r".""i,''r'i"r,-Kebijakan penga

kebijakan lain bijakan-
penyempurnaan und tegas,
Pajak Pertambahan Undang
Perpajakan. bidans

lmpunan pajak melalui
ngan ketentuan pasal
lndonesia Tahun 194S
rg seharusnya terutang,

perpq'akan. ;t Pidana di bidane

Dengan berpegang 
_tegufr padS prinsip kepastian hukum danKemantaatan, maksud dan. tujuai p"ernvPengampunan Pajak adalah r"u.gi[.ik;r,trvusunon undang-Undang

1. mem.beri kesempatan kepada masyaralkesarahanaaramiLen"h;r;;-.jil;i"JiXl._XX,ii,.memperbaiki
2. meningkatkan kepatuha., *".y"."irt; -
3. menarik Harta yang berada Jan/atau diteNegara Kesatuari Republik r"a"""'"L-- '''ecrnpatkan di luar wilayah
4. memperluas basis pema.Jakan;
c. meningkatkan penerimaan negara; dan
6' transisi ke sistem administrasi perpajakan baru yang lebih kuat darr

l,:.,1.:_*,ilt" be sar, poko k-pokok keten ru a n varUndang ini adalah 
"Jo.g4 berikut: tg diatur dalam undang-

1. Pengaturan mengenai subjek pengampunan paiak.

: Wajib pajak atas
.a yang diungkapkan
rtam wilayah Negara

.onesla. rar wilayah Ne[ara
2. Pengaturan mengenai objek pengampunan pajak.

Jenis pajak U""* O"lll^gmintakan pengampunan terkait denganfflt] vang,aiungkap dalam permohoran p-..,'
da ri ke waji ban Fai ar< p." sd;ii;;;' ;.#;, ;:'i*r:ilr:f, il ",rilil Tlij?
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penjualan 
ata

Bangunan 6i 
"1,-.-B^Tt"*' 

Mewah' Bea

3 pensa,ura. *;::T*;,:,:Hi*#ff fr?.:a*.i:*'""

melakukan I
dimaksudkarr
melakukan pe:
wilayah Negarr
r\egara Kesatue

b. penghapusan

Ifl :f;ll*"mi: T#iff 
*.lillfi 

,"?:lYt 
o'"'oitkan kete tapa n

" l:,,*r"o,,r"", l"lJl**:*j*:Tts'l 
perpajakan' dan tiiak

[:::ffiin:f:ill3" s""ii.ei;;"".'TP" bunga' denda atau

d. Tidak airarcuk,k 
pajak yang ,*;il;;:,, /aJaI< yans didaramnya tidak

d"";";;;;:i1f;il?'f,"tr1??;liff 
ff :||:ffi #ktipermuraane, penghentian per

atau penyidikar
pemeriksaan pa
penyidikan Tinda

4. pengaturan 
mengepengampuna" 

".j;?1i 

Harta yang diungkap dalam surat permohonan
Harta yang diunekapJ<an oreh wajib pajak dalam surat permohonanpengampunan paJak adalah nr"r p.jJ',ilggar ui Desember 2015.

5. Pengaturan mengerpengampuna" pEJ.ti jangka waktu penga.Juan surat permohonan
Undang_Undans ini
"".;, 

r. aiu rrJa=;;?#'. -ttuatur perjode pela or

6 pensa,ura" _;_:;:il*,.i1Tt#i:Ti:kfl;; "","-

ri*f rkan datam surat
rma ata eoagai tambahan

ak pada 1 Januari
7. Pengaturan menqenai 

a,Harta 
yang dialihkan dan diinvestasikan ke

o a ra m wirayah wega.a Kesatuan nJp"uiii'i"ii"..,"
17 atau Harta selain
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Ft".[:T ol!'i*?]-,"^0"" Usaha M'ik Nesara, atau invesrasru.n*riT"""1?11'!?'k r"'g ditunjuk

8' Pengatura,r -.tt 
tu'n y^"g olutu;-d;H 9'-tn Menteri' serta beberapa

Data dan ,rrro,r*.ru, 
data dan ,nro._utr,lnoung-undang 

ini.

fln8ampunan pe 
^|_ajil..ea.r.at< dalam rangkalain berdasarkan 
.atau 

diberikan kepada pihal<persetujuan Wajil undangan lain, kecuaii atas

a dan informasi v.
:11p,,f 1." P;j;kt"i Xt?,,'ffi l:" :3i:A, :X::ryldrkan dan/atau penuntutln pla""J*iJrr"a"p

II, PASAL DEMI PASAL
pasal 

1

Cukup jelas.

pasai 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

fiit' 
g-g H*?J:?::",r;:?

il:,TT#indi tahun 2015 dan

d,ru;;lu;i'*:;yJ?.I'.,r"H
P:1"- Surat pemberit

t"r?J*'ii;'"1'#T;i?niffi Fff J?"FFf; ",.";,u*.i;ii:il:ffi ;
rada tanggal 3 1 Desember 20 14

c N'ai Harta bersih spr ruh.,,,.i;f ii*:ttirti#:;il*'
5l1I ggg goo.o0o,00 _ RpS.000.o0o.ooo,oo 

=Kp 10.000.000.00O,00.

|"ffi#'';T;i;T?:Tti.'*-f 
TJ'H,"pajakvangdisampaikan

" )iti:#ftffir".#3rthffii6f,o.o. tanggar 31 Desember 2015
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b. Nilai pokok Ut

";fi:**lliil%:il:#ii'";':il'ff h:%'5si,1i,3;:;il0*
2o7s yang,.,"i ^i.{'i:lt 

bcrsih sPT Tah

d. N'ai Harta be 
dikenai or:J o""*n"111Xl*i,:i rahun pqiak

p.r,g.-iriu" Jijlufto" saat peng4juan surat permohonan

Rp20.OO0.000.0
Rp14.000.000 ;33;33 

- Rp6'oo0 ooo'0o0,oo =

Dengan demikian f
Rp14.OO0.00o.ooo.l'"tt 

Pengenaan uang Tebusan adalah;
t<p4.ooo.ooo.ooo,oBl - Rp1 o o00'ooo'ooo,oo=

Penghitungan Uang Tebusan:
Tarif pada periode permohonan April 2016 acDasar pengen."" ;;;;";,:""- :]1,',': 

adalah 2o/o (duapersen);

Uang Tebusan yans fffi,r#dalah 
Rp4'ooo'ooo'ooo,oo, "

2%o x Rp4.OOO.0O0.OO0,OO= 
npeO.OOO. OOO,OO.

Contoh 2:

llji! najar tidak mempunyar
f-tl"TYFu! pengalihan Harta 2015 dan

,:T*11..fuon.,iu k" dalam wi ffi*il
Daiam SpT Tahunan
terakhir) dilaporkan ouitnlr,"tntt 

Pajak 2014 (sPT Tahunan pph
a Nilai tlarta yang dilaporkan pada tanggal 3t Desember 2014

1) yang akan dialih
2) yangt,ouu o,u,,n,lil 

Rp15 ooo ooo'o0o,oo; dan

t 
)#ililI;i"Y;il-.1119 dlr'o".r.an pada tanggar 31 Desember

c. N'ai Harta bersih .;T;J..";:ff:,:rr rod oob.ooo,,joi""'

Rp 15.o00.000.000,0
Kpr o.ooo.0oo.ooo,o3. RpS'0oo'oo0'ooo,oo=

Dalam Surat permohon
p ada tan ggai, ;' ii ii rlfii"::,:?Xtrff lr,"#a 

k van g d i sarnpaikan
. 

[rjfirlf,T pada tanggal 31 Desember 2015 yang dilaporkan
t 

il:'g,ffrtft"lXtf*'$ giarihkan ke daram^wlayah Negara
2 Nilai 

_Harta _ 
serain r#rr;,ffiX:,;00 0d'o;iioij,o*d' "

l\egara Kesatu;
Rp23 ooo.ooo ooo,lt 

- 
";;ojfi"""1X;:.1?1'- :lffif



b. Iil{ Utang pada ,""**, a, Desembrterdiri dari: 
1 - '<'66qr or uesember 2015 yang di.laporkan

l. Nilai Utang terk_ai t dengan Harta ,

ffi f Td,,jffi S,T:SSf '.._,,li,l,iJo1iol,f Til.l:11,*1:,h.
t 

I:1Y,-ff-:Tf"rl d11sun Harta ser, '

.a.';*ou[i'6n;fo^'-d'i:,:;,'J:11"f"?lfl ft ",i5"'l]"l:
" l3f.o*:l,nilai Harra bersih spr Tahrzwr o yang telah
d. Nirai Harta ber 

dikenai p":"ii i*shuHH?j:f rah,un pajak

pengampuna" 

"j:tlu,o"o" 
saat pengajuan surat permohonan

1 . Nilai Harta btke dalam *;illlJ"*"t'dengan Harr
adarah: .irayah rv.g.....ftl"u,,il;. l}ffil;i",itjf5l
Rpt2.0OO.OOl
nis.o0o.066.%33,?3: - Rp3 ooo.0oo 000,o0=

2. Nilai Harta be
dialihkan u. 

ti'*i'9it densan Ha
rndonesia"a.rur_,-111.-*;1il;''*.u;T'?"""t"tT""T"*Jf iil
Rp23.OOO.O0O
ni,rz.ooo,ooo.333;33 - Rp6 ooo ooo ooo'00=

Dengan demikian Dar, 
I ri, . "..,*,".,,'11"r.,.f T:ffi :',"ilTu 

s an a darah :

ffi*,,*nuan ke daram wirayah ;A;l: Tl_i:"f,;A#,ff
Rp9.O00.0OO.OOO,O0 _ O = Rp9.OOO.0O0.OO0,oO2. Dasar pengenaan

l:l*f1l,"t*,1tr--:'?,Hffi 'Tf il'"f i1i:J".,ll#lx';
Rpt 7.000.O0O.OOO.r
t<p7.0oo.ooo,ooo.oSo - Rp1o'0o0 oo0.ooo,oo =

Penghitungan Uang Tebusan:
rde permohonan i rtama sejak

,T"il":illf

"""f;.;,]ffifl. Perhitungan Uans T

ffi 'jl53;i."T,u,.f 
oTil" jf *ii:#l-11.gilh"T.-Jf 

fi ;
Dasar pengenaan Uar
Uang rebusan yans r:?fi'ffi;;ddah 

Rpe ooo ooo'ooo,oo;

t% x Rp9.0OO.O0O.OOO,OO= 
RpeO.OOO.OOO,OO.
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' ff:T'5[?ii]-a1s 1egu'an terkait c

r,,ao,,""il.t an ke daram ;iil;,. 
^[._:?:"n:ffi3j.,il*f,Tf

Dasar pengenaan 
Uang Tebusan adalauang Tebusa" ; -;:"*.. : 

,,usan adalah Rp7' ooo' 0oo' o0o, oo;
2o/o x Rpz . o o Jff : -#tl1uoT,o oo. ooo, oo.

*l?lny** Tebusan yang harus dibayarkan oteh Wajib pajak
Rp90.0OO.O0O,OO + pp149.OOO.O0O,OO 

= Rp23O.0OO.0OO,OO

Contoh 3:

Wajib pajak memo

**l*l**:f,rru###,1i:"i:{i.''J*"::?qilF:"lrii
Dalam surat pemberitah,,.h /orh, -. 

satuan Republik

ro"r,rlJr,i,i'";j'#"i6'lXnEHFf, 
JX"#f; ",.1.:l*4"ffi :i3ft?;

" Iih:filt?-".ffFrtffi;T6,o.0" tanggar s1 Desember 2014

";f: 
jf,:ffi"#i"'ii:f ,:':il,ff ftTssiJo1oB;tiilo..

ff is sss sis'ss;r,T. #:il ;: ;;:i::':

i":?fi 
'B'il,1i;T?:Tffi;:-f iljffi,"pajakva'gdisampaikan

: *lilffi#.|ff5rtfffiH. o"o.,."*gar 31 Desember 2or5

'i6?i;:x;i#xt-.":Ff #i:."J:il,ff h:Ts8ffi i,ff :ff 
.o*

" ;8ff;ffi ,3iiil #iJiX,?T,"jl f"[i{# pph rahun pajak
Rp2.0O0.OOO.0O0,0O

d. Nilai Harta bersihe..,g"*puiu#;j;'utto" saat pengajuan surat permohonan

ff;:d33:dSS%BBi;B'=;ilE 
BBB BBB BBB;BB 

-

Dengan demikian Dasar

ff ; i3ss,s,.', n# :[:::::HT,-,T:u san ad ara h :
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penghitungan 
Uang Tebusan:

Tarif pada perior
Dasar Pengen""ce 

Permohonan April 201

Uan g re bu s a" ;:il-.;. 
;: ffi il i'J:Hii i: i;,,l,'"'',

2%o x Rp2.OOO.OoO.OOO,oO= 
Rp4O. OOO.OOO, OO.

Pasal 5

Contoh:

Dalam Surat pern l

[:i?J;#'o;j.#"ff linEHF#,JX,FFfl ,"iil*0":ffi ilff ;
: Ji:f,:fil.i.".ffsrtffi;i3l, o.o' tanggar 3r Desember 2014o I# pokok utan

zur+ yang terkait l"lqq"t 31 Desember
c. Nilai Harta bersih r.uut.l.o00.00o,0o;

FiiS B3B 3BB SBB;83 
RpS oo0 ooo ooo,oj'l

;f-i:iffil,:ir]i*i,:ff ff l,'t',f;ffi takarRugisehingga

,?X'#,uTi:r"fr ?:Tffi j.nTfj#;:pajakyangdisampaikan

I'ft ilx!\.ig-.""F1",ii:f 

'".:il,ff 
f":Tssffi 1o';:;r0..

;iiffi ffi ,:,'jf, .Tffl:,?.jj"",1f.ffil?;ffi j:fi;x1i"o","ud. Nilai Harta bersih rPengampuiaj"i;;'u,o"o" saat pengajuan surat permohonan

ffj:dS3:d3S:dSS,?S'- Rp6 ooo ooo ooo,oo =
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penghitungan 
Uang Tebusan:

r ant

ff: a2;iR6 

adatah 2%' (duaPersen);
p3.000.o00.0o0,00;

2% x Rp3.ooo.oo( Yar:
).000,00= Rp60.000.000,00.

Pasal 6

Ayat (i)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan in

Xil:?n*?*+,*?!:lr sl;;tolr:',. 
pen en'1uan n'ai

contoh r: 
m surat p".mor,o,,,,,.fi[,#JlHl 

Blrl?.r**
Untuk Wqiib pajak, apabila tahun buktakwim: .-rrutrr u L_u(u sama dengan tahun

Contoh 2:

y;?5i:'ilj"iil 9'0"" vang tahun 
,bu.kunra tidak sama

sampai dengan.ilfil5ir9tal tahun our.u Agr"tu" ioi?

Ayat ft)
Cukup jelas.

Ayat (S)

Cukup jelas.
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Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (l)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Setara I
u.,j.,,sC""p.ffi:T fiT"ffisvil9-^"ir"1"v" likuid,
aiiadik-an r<as. rengan cepat dapat

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jeias.



Huruf c

yang d
antara Harta,,peroreh tahun

Huruf d
yang dimaksud dt

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.
Hurufh

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
Huruf j

Cukup jelas.
Huruf k

Ketentuan ini berla

putusan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)



Ayat (8)

Ketentuan ini mengatur cara penghitungan Uang Tebusan
bagi Wajib Pajak yang mengajukan Surat permohonan
Pengampunan Pqjak yang kedua atau ketiga.

Contoh:

Dalam Surat Permohonan Pengampunan pajak pertama
yang diqiukan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan pertama
sejak Undang-Undang ini berlaku, misalnya tanggal 15 April
2016 dilaporkan bahwa:

a. nilai Harta bersih pada 31 Desember 2O1S yang terdapat
dalam Surat Permohonan Pengampunan pajak adalah
Rp 15.000.QoO.000,00;

b. nilai Harta bersih dalam SPT Tahunan pajak penghasilan
terakhir yang terdapat dalam Surat permohonan
Pengampunan Pajak adalah RpS. 0O0. OOO. 0OO, OO;

c. dasar pengenaan Uang l'ebusan adalah
Rp15.000.000.000,00 - Rp5.000.000.000,o0 =
Rp 10.0OO.000.000,00;

d. Uang Tebusan yang dibayarkan pada Surat permohonan
Pengampunan Pajak pertama:

2% x Rp 10.000.000.000,00= Rp20O.00O.000,O0.

Karena terdapat Harta yang belum dilaporkan, Wajib Pajak
menyampaikan Surat Permohonan Pengampunan Paj ak
kedua yang diajukan dalam kurun waktu bulan keempat
sampai dengan akhir bulan keenam sejak Undang-Undang
ini berlaku, misalnya tanggal 20 Agustus 2076 dan
dilaporkan bahwa:

a. nilai Harta bersih per 31 Desember 2075 yang terdapat
dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak sebesar
Rp35.000.000.000,00 (termasuk tambahan Harta sebesar
Rp20.000.000.000,00) ;

b. nilai Harta bersih dalam Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan terakhir yang terdapat dalam Surat
Permohonar-r Pengampunan Pajak adalah
RpS.000.000.000,00;

c. Dasar pengenaan Uang Tebusan Pengampunan Paj ak
adalah:

Rp35.000.000.000,00 - RpS.000.000.000,00 =

Rp30.000.000.000,00;

d. Dasar pengenaan Uang Tebusan yang telah ditebus
dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak pertama
adalah Rp 10,000,000.000,00;



e' Dasar pengenaan uang Tebusan yang harus ditebusdalam Surat permohorian pengampunan pajak keduaadalah:

Rp30.000.000.000,00 _ Rp 1 0.000.000.000,00 :
Rp20.O0O.00O.O0O,O0;

f' uang Tebusan yang dibayarkan pada surat permohonarrpengampunan pajak kedua:
4oh x Rp2O.OO0. OO0. 000,00= RpSOO. 0OO. O0O, OO.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas,

Ayat (2)

surat setoran Uang Tebusan dinyatakan sah dalam hal telahdivalidasi delSan Nomor Trarlsaksi penerim""" N"g;;;(NTPN) yang diterbitkan melarui modul peneri."."r, .r.g.r'J'-
Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas,

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.
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Huruf h
Dalam rangka mencegah ad
secara tidak wajar dalam
Tahunan pajak penghasilan T
a. Wajib Paja dengan benar, lengkap,

dan jelas yang sebenarnya 'serta
menyampa mberitahuan Tahunanpajak pen Lsila-n Tahun pajak 20 15 sebelummengajukan Surat permohonan pengampunan
paj ak; dan

b. Wajib pajak tidak diperkenankan menambahkanHarta dalam lampiran daftar Harta Suratpernberitahuan Tahunan pajak penghasilan Tahunpajak 2015 selain Harta yang diperoleh dalamTahun pajak 2015 dan tei;h dikenai pajak
penghasilan di Tahun paj ak 201S.

penelitian kebenaran tentang penambahan Hartayang dimasukkan dalam Surat pemberitahuan
Tahunan_, pajak penghasilan Tahun pajak 2015dimaksudkan agar penambahan Haita yang
seharusnya terutang pajak di tahun 2015 sudah
dibayarkan pajaknya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.



Pasal 16

Ayat (1)

Ketentuan ini, climaksudkan agar pencatatan dalam neracakomersial sejalan dengan keb{;ka; pengampuna^p.:"f.. *-

Ayar (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan in'
Hartatambai#';.*.i'H;iiiiiXffi;L-:npen1'sutanatas
Contoh:

Wqiib pajak mengungkapkan Harta tarirbahan dalam Suratpermohonan pene.Sqrf_u1an pajak berupa b;;g";;;perm€rnen dengan nilai Rp 1.0O0.0OO.OOO,OO.

Masa manfaat dari bang
(dua puluh) tahun denga
persen) per tahun berda
Pajak penghasilan.

Penghitungan ,dan pembebanan untuk tujuan perpajakan
adalah sebagai berikut:

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (21

Yang dimaksud dengan ,,Harta tersebut belum dapat
diajukan permohonan pengalihan hak,, adalah t eaa.ano rupa tanah dan/atau bangunan belumd 6ak kepemiiikan atas tinah seperti:S gertipikat Hak Guna Bangunanj dan
seJenlsnya.

Permohonan pengalihan hak atau surar pernyataan yang
ditandatangani oleh dua belah pihak di iadapan ,roi".iS
yang menyatakan bahwa Harta sebagaimana dimaksud pada
ayat ini adalah benar milik Wajib pajak yang mengalukan
permohonan Pengampunan pajak dapat dilaaikan -seUagai
dasar pengurangan Harta bagi - Wajib pajak V"]"gmengalihkan Harta, dalam Surat pemberitahuan Tahunai
Pajak penghasiian berikutnya.

Pembebanan Untuk

Rp50.000.000,00 25o/o x
RpSO.0OO.0oO,oO

= Rp12.500.00o,0o
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Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasai 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (21

Ketenfuan ini mengatur antara iain mengenai periakuanatas H.arta yang belum atau kurang dilaporian dai;;;;;permohonan pengampunan paiak.

Contoh 1:

Pada tahun 2OlZ, Direktorat Jenderal pajak menemukanadanya Harta yang diperoleh tahun 20 iO a"rrgr, .rif.iRp10.000.000.000,00 din oleh orang pribadi atau badantersebut beium dilaporkan dalam Surat permofronan
Pengampunan pajak.

Harta senilai Ro
diperlakukan sebagai
atau diperoleh pada tan6
perpajakannya sesual
perundang-undangan di 1

Contoh 2:

Pada daftar Harta yang dilaporkan daram surat permohonan
Pengampunan pajak, Wa.liU eajak menyatakan memilikiHarte.berupa tanah persil A seiuas 1O i{a denga; h;G;perolehan Rp 1 . 000. 000. OOO, OO. pada tahun 20 1 7,-diketah;i
bahwa persil A milik Wajib pajak tersebut ternyata 

";i;;;;]-ta dengan harga perolehan Rp2.OOO.OOO.OOO,OO. Ataskekuranga' pelaporan Harta daram surat permohonan
Pen sebesar Rp1.O0O.0OO.OOO,OOaka tambahan penghasilan yang
diteperr ta i3il-5,'t 

to"',T"T";:,::,:x;
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang
berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.
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Pasal 2 i.

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.


